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PUTUSAN
Nomor 219 PK/Pid.Sus/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang

dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama . dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS. binti
H. MULYADI ;

Tempat Lahir . Tangerang ;

Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/08 Oktober 1963 ;

Jenis Kelamin . Perempuan ;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Cimanuk Raya Nomor 130 RT.

001/014, Kelurahan Adiarsa Barat,
Kecamatan Karawang Barat,

Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa

Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku
Wakil Direktur Administrasi dan

Keuangan pada Rumah Sakit Umum
Daerah Karawang ;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan
sebagai berikut:

Dakwaan Primair diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) juncto
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau
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Dakwaan Subsidair diatur dan diancam dalam Pasal 3 juncto Pasal 18
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Karawang tanggal 11 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. HJ. IDA LISNURIDA, Mars. binti H. MULYADI
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu
melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan
Primair tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa dr. HJ. IDA LISNURIDA, Mars. binti H. MULYADI
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidair
Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. HJ. IDA LISNURIDA, Mars.
binti H. MULYADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6
(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dr. HJ. IDA LISNURIDA, Mars.
binti H. MULYADI berada dalam tahanan sementara dengan perintah
Terdakwa dr. HJ. IDA LISNURIDA, Mars. binti H. MULYADI tetap ditahan
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dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan
Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Perubahan Pemerintah Kabupaten Karawang TA. 2012 bulan
November 2012 ;

2) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan
Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung Perubahan Pemerintah Kabupaten Karawang TA. 2012
bulan Desember 2012 ;

3) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Realisasi Bantuan APBD ;

4) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan RBA Perubahan
Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung
dan Belanja Langsung Bulan Juli 2012 ;

5) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan
Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung Perubahan Pemerintah Kabupaten Karawang TA. 2012
bulan Agustus 2012 ;

6) 1 (satu) bundel asli Realisasi Program/Kegiatan RSUD tahun 2012 ;

7) 1 (satu) bundel foto copy Penambahan Aset Peralatan dan Mesin
dari Pengadaan tahun 2012 ;

8) 1 (satu) bundel foto copy tanda terima pengiriman barang berupa
Genset dan Panel Syncron dari CV. Candrabaga Lestari ;

9) 1 (satu) rangkap asli Laporan Perkembangan dan Hasil Kegiatan
Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun Anggaran 2012 ;

10) 1 (satu) rangkap petikan Keputusan Bupati Karawang Nomor 821.
24/Kep.2738/BKD/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Ahli
Tugas/Ahli  Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karawang ;

11) 1 (satu) surat perintah Nomor 800/2773/Mutasi/2011 tanggal 1
Agustus 2011 ;
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12) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Kantor Regional Il
Badan Kepegawaian Negara Nomor 00368/KEP/DU/23215/2011 ;

13) 1 (satu) foto copy Keputusan Bupati Karawang Nomor 442. 05/
Kep.95-Huk/2012 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non
Pendidikan Kabupaten Karawang ;

14) 1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun
2011 tentang Sistem Penatausahaan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit
Umum Daerah Klas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang ;

15) 1 (satu) bundel foto copy Administrasi dan Manajemen tahun 2007 ;

16) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Karawang Nomor 100
tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas non
Pendidikan Kabupaten Karawang;

17) 1 (satu) buku himpunan peraturan tentang Badan Layanan Umum ;

18) 1 (satu) bundel foto copy Pedoman Akuntansi Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Karawang Berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan Tahun 2012 ;

19) 1 (satu) budel foto copy dokumen kontrak pengadaan genset ;

20) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.42/Sekrt/2012
tanggal 20 Maret 2012 tentang penunjukan Pengguna Anggaran
(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), Pejabat, Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat
Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan
Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Kabupaten
Karawang TA 2012 ;

21) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.43/Sekre/2011
tanggal 6 Juni 2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran
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(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), Pejabat, Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat
Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan
Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Kabupaten
Karawang TA 2011 ;

22) 1 (satu) bundel asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.49/Skert/2012 tentang
Penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana
Teknik Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin
pada RSUD Karawang TA. 2012 tanggal 1 April 2012 ;

23) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2011;

24) 1 (satu) bundel foto copyan mengenai Profil CV. Barokah Utama ;

25) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Dari Ka. IPSRS Kepada Direktur
RSUD tanggal bulan Januari 2011 perihal Pengadaan Genset
Baru ;

26) 1 (satu) bundel foto copy Disposisi Undangan Presentasi
Penawaran Genset PT. Global Engineering ;

27) 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 020/PEN/BJA/VI1/2012, tanggal 25
Juli 2012 Perihal Surat Penawaran Harga dan Spesifikasi Barang ;

28) 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Paskah Simatupang tanggal
01 Mei 2013 ;

29) 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Kerja Paskah Simatupang ;

30) 1 (satu) bundel asli Daftar Spesifikasi Teknis Identitas Barang
Spesifikasi Teknis Engine Umum, tanggal 25 Juli 2012 ;

31) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima genset merek Perkins
PL650P Type 2806A-E18TA62 dari CV. Candrabaga Lestari
diterima Tety W ;

32) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor 03/SP-IPSRS/11/2013,

yang menyatakan bahwa genset sudah berfungsi dengan baik pada
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saat pemadaman listrik di RSUD Karawang, tetapi sinkronisasi
genset lama dan baru belum berhasil dikarenakan adanya
kerusakan spare part pada genset lama, tanggal 01 Februari 2013 ;

33) 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Penyusunan HPS (Harga
Perkiraan Sendiri) dan Spesifikasi Pengadaan Alat Genset tahun
anggaran 2012 ;

34) 1 (satu) bundel foto copy Disposisi Undangan Presentasi
Penawaran Genset PT. Traktor Nusantara ;

35) 1 (satu) bundel foto copy Surat Dukungan Nomor PE/L-282/
VII/2012, dari PT. Traktor Nusantara ke CV. Candrabaga Lestari ;

36) 1 (satu) bundel copy Disposisi Undangan Presentasi Penawaran
Genset PT. Karya Brother Nusamesindo ;

37) 1 (satu) lembar foto copy alur pengadaan barang dan jasa ;

38) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ka. IPSRS Kepada Direktur RSUD
tanggal 21 bulan Januari 2013 perihal sinkronisasi genset baru
dengan yang lama ;

39) 1 (satu) bundel Daftar Susunan Perubahan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA Pendapatan tahun Anggaran 2011, tar Nomor
914/1247/keu/2011 tanggal 7 Juli 2011 ;

40) 1 (satu) bundel Revisi Susunan Perubahan Rencana Kerja dan
Anggaran TA. 2011 Nomor 914/1472/Keu/2011 tanggal 9
September 2011 ;

41) 1 (satu) bundel Penyampaian Draft Lembaran Temuan
Pemeriksaan BPK Nomor 24/LKPD/TA2011/Karawang/05/2012
tanggal 8 Mei 2012 beserta komentarnya ;

42) 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA SKPD) TA 2011;

43) 1 (satu) bundel buku (asliy dokumen pengadaan dari Panitia
Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Karawang ;

44) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD Tahun
2012) tanggal 6 November 2012 ;
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45) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD Tahun 2012) tanggal 7
Februari 2012 ;

46) 1 (satu) bundel buku (asli) dokumen penawaran CV. Lucy Electric ;

47) 1 (satu) bundel foto copy makalah Presentasi Genset dan Panel
Synchron Genset PT. Global Energi Power Indonesia ;

48) 1 (satu) bundel foto copy Permohonan Penerbitan SP2D Nomor
900/1611/Keu/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;

49) 1 (satu) bundel foto copy Permohonan Penerbitan SP2D Nomor
900/1229/Keu/2012 tanggal September 2012 ;

50) 1 (satu) bundel asli Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 900/
1610/Keu/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;

51) 1 (satu) bundel asli Pengajuan SPP TU Nihil Nomor 900/1680/
Keu/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;

52) 1 (satu) lembar foto copy an Surat Pernyataan atas nama Robert
Pilipus (Direktur PT. Central Diesel) tanggal 19 April 2013 ;

53) 1 (satu rangkap foto copy Berita Acara Pemeriksaan dan
Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang
Tahun 2012 Nomor 14/GENSET/APBD II/RSUDK/XI1/2012 ;

54) 1 (satu) rangkap hasil evaluasi (asli) ;

55) 1 (satu) rangkap asli informasi lelang dan status penawaran ;

56) 1 (satu) rangkap asli Lelang Pengadaan Genset RSUD Karawang
Tahun 2012 LPSE Provinsi Jawa Barat Agregasi Inaproc pada
LPSE Prov. Jawa Barat Aktif 1 Januari 2012 ;

57) 1 (satu) bundel asli tanda terima barang (masuk/keluar) tanggal
07/12/2012 ;

58) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak)
Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun Anggaran 2012 Nomor
12/GENSET/APBDII/RSUDK/2012 ;

59) 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan
Pengadaan Genset RSUD Karawang tahun 2012 ;

60) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
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Pengadaan Genset Nomor 11/Genset/APBDII/RSUDK/VII1/2012 ;

61) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 13/GENSET/
APBDII/ RSUDK/2012 tanggal 3 September 2012 ;

62) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penjelasan Pengadaan Genset
RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor 03/GENSET/APBDII/
RSUDK/2012 ;

63) 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan
Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor 07/GENSET/APBDII/
RSUDK/VIII/ 2012 ;

64) 1 (satu) rangkap asli dokumen kualifikasi pengadaan genset dari
CV. Candrabaga Lestari tahun 2012 ;

65) 1 (satu) Bundle asli Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi (RSUD
Karawang) tanggal 28 Februari 2013, 1 Maret 2013, 4 April 2013, 8
April 2013 ;

66) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan
Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012
Nomor 14/GENSET/APBDII/RSUDK/XII/2012 ;

67) 1 (satu) rangkap asli penawaran harga dari PT. Central Diesel,
tanggal 07 September 2013 ;

68) 1 (satu) bundel penawaran harga dari PT. Sigma Petra Solusi,
tanggal 07 September 2012 ;

69) 1 (satu) bundel Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran
Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor 04/
GENSET/APBDII/ RSUDK/VII/2012 ;

70) 1 (satu) bundel Berita Acara Dokumen Penawaran Pengadaan
Genset RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor 3.1/GENSET/APBD
II/RSUDK/ VI11/2012 ;

71) 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan
Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012. Nomor 15/
GENSET/APBDII/ RSUDK/IX/ 2012 ;

72) 1 (satu) buah buku asli perkins tentang panduan genset ;

73) 1 (satu) rangkap asli Perkins Certificate of Origin tanggal 20 January
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2012;

74) 1 (satu) bundel asli Stamford Certificate of Conformity ;

75) 1 (satu) lembar asli cara pengoperasian dan perawatan diesel
generating set ;

76) 1 (satu) bundel buku dokumen penawaran CV. Candrabaga Lestari ;

77) 1 (satu) rangkap Penawaran Harga Barang dari Makmur Diesel
Nomor Ref. 002/MD/111/13 tanggal 19 Maret 2013 ;

78) Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari
Tersangka Drs. H. Hasan Permana, Bsc. ;

79) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ka. IPSRS kepada Direktur RSUD
tanggal 7 Juni 2010 perihal Kapasitas Pemakaian Daya Listrik di
RSUD, tanpa tandatangan ;

80) 1 (satu) lembar foto copy dari Central Diesel kepada PT.
Candrabaga Lestari perihal Pekerjaan Pengadaan Genset dan
Panel Sinkron ;

81) 1 (satu) bundel print out warna 2800 Series 2806A-E18TAG2 Diesel
Engine and Genset tanggal 28-11-2013 ;

82) 1 (satu) rangkap print out warna 2800 Series 2806A-E18TAG2
Diesel Engine-Elektropak ;

83) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Uji Coba Fungsi Nomor /IPSRS/
RSUD/XI1/2013 tanggal 27 November 2013 ;

84) 1 (satu) rangkap foto copy Penjelasan Kondisi Panel Genset tahun
2012;

85) 1 (satu) bundel foto copy Penawaran CV. Barokah Nomor 02/SPH/
BU-RSUD.Krwng/VI11/2012 tanggal 25 Juli 2012 ;

86) 1 (satu) bundel Invoice Penjualan Nomor JL121200000150 tanggal
07 Desember 2012 dari PT. Central Diesel ditujukan kepada PT.
Sigma Tetra Solusi ;

87) 1 (satu) lembar Spesifikasi Genset dari Bapak Jerry ;

88) Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari
Tersangka Paskah Simatupang ;

89) Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari
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Tersangka Hengky Tetra Sitohang ;

90) 1 (satu) lembar surat perintah Mulai Kerja Nomor 13/Genset/
APBD/II/RSUDK/1X/2012 tanggal 3 September 2012 (asli) ;

91) 1 (satu) bundel surat perjanjian pemborongan (kontrak) pengadaan
genset RSUD karawang tahun 2012 (asli) ;

92) 1 (satu) lembar foto Paskah Simatupang (asli) ;

93) 1 (satu) bundel Akta Kuasa Direksi asli Nomor 67 tanggal 8 Oktober
2012 (asli) ;

94) 1 (satu) bundel Surat Penawaran Harga Jakarta 25 Juli 2012 ;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Drs. H. Hasan Permana,

B.Sc;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Bandung Nomor 110/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 25 Maret
2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, Mars. binti H. MULYADI
tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
dalam dakwaan Primer;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, Mars. binti H. MULYADI
tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”
sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan ;
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7. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan
Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Perubahan Pemerintah Kabupaten Karawang TA. 2012 bulan
November 2012 ;

2) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan
Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung Perubahan Pemerintah Kabupaten Karawang TA. 2012
bulan Desember 2012 ;

3) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Realisasi Bantuan APBD ;

4) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan RBA Perubahan
Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung
dan Belanja Langsung Bulan Juli 2012 ;

5) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan
Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung Perubahan Pemerintah Kabupaten Karawang TA. 2012
bulan Agustus 2012 ;

6) 1 (satu) bundel asli Realisasi Program/Kegiatan RSUD tahun 2012 ;

7) 1 (satu) bundel foto copy Penambahan Aset Peralatan dan Mesin
dari Pengadaan tahun 2012 ;

8) 1 (satu) bundel foto copy tanda terima pengiriman barang berupa
Genset dan Panel Syncron dari CV. Candrabaga Lestari ;

9) 1 (satu) rangkap asli Laporan Perkembangan dan Hasil Kegiatan
Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun Anggaran 2012 ;

10) 1 (satu) rangkap petikan Keputusan Bupati Karawang Nomor 821.
24/Kep.2738/BKD/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Abhli
Tugas/Ahli  Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karawang ;

11) 1 (satu) surat perintah Nomor 800/2773/Mutasi/2011 tanggal 1
Agustus 2011 ;

12) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Kantor Regional IlI
Badan Kepegawaian Negara Nomor 00368/KEP/DU/23215/2011 ;
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13) 1 (satu) foto copy Keputusan Bupati Karawang Nomor 442. 05/
Kep.95-Huk/2012 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non
Pendidikan Kabupaten Karawang ;

14) 1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun
2011 tentang Sistem Penatausahaan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit
Umum Daerah Klas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang ;

15) 1 (satu) bundel foto copy Administrasi dan Manajemen tahun 2007 ;

16) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Karawang Nomor 100
tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas non
Pendidikan Kabupaten Karawang;

17) 1 (satu) buku himpunan peraturan tentang Badan Layanan Umum ;

18) 1 (satu) bundel foto copy Pedoman Akuntansi Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Karawang Berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan Tahun 2012 ;

19) 1 (satu) budel foto copy dokumen kontrak pengadaan genset ;

20) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.42/Sekrt/2012
tanggal 20 Maret 2012 tentang penunjukan Pengguna Anggaran
(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), Pejabat, Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat
Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan
Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Kabupaten
Karawang TA 2012 ;

21) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.43/Sekre/2011
tanggal 6 Juni 2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran
(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), Pejabat, Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat
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Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan
Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Kabupaten
Karawang TA 2011 ;

22) 1 (satu) bundel asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.49/Skert/2012 tentang
Penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana
Teknik Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin
pada RSUD Karawang TA. 2012 tanggal 1 April 2012 ;

23) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2011;

24) 1 (satu) bundel foto copyan mengenai Profil CV. Barokah Utama ;

25) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Dari Ka. IPSRS Kepada Direktur
RSUD tanggal bulan Januari 2011 perihal Pengadaan Genset
Baru ;

26) 1 (satu) bundel foto copy Disposisi Undangan Presentasi
Penawaran Genset PT. Global Engineering ;

27) 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 020/PEN/BJA/VII/2012, tanggal 25
Juli 2012 Perihal Surat Penawaran Harga dan Spesifikasi Barang ;

28) 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Paskah Simatupang tanggal
01 Mei 2013 ;

29) 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Kerja Paskah Simatupang ;

30) 1 (satu) bundel asli Daftar Spesifikasi Teknis ldentitas Barang
Spesifikasi Teknis Engine Umum, tanggal 25 Juli 2012 ;

31) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima genset merek Perkins
PL650P Type 2806A-E18TA62 dari CV. Candrabaga Lestari
diterima Tety W ;

32) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor 03/SP-IPSRS/I1/2013,
yang menyatakan bahwa genset sudah berfungsi dengan baik pada
saat pemadaman listrik di RSUD Karawang, tetapi sinkronisasi
genset lama dan baru belum berhasil dikarenakan adanya
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kerusakan spare part pada genset lama, tanggal 01 Februari 2013 ;

33) 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Penyusunan HPS (Harga
Perkiraan Sendiri) dan Spesifikasi Pengadaan Alat Genset tahun
anggaran 2012 ;

34) 1 (satu) bundel foto copy Disposisi Undangan Presentasi
Penawaran Genset PT. Traktor Nusantara ;

35) 1 (satu) bundel foto copy Surat Dukungan Nomor PE/L-282/
VII/2012, dari PT. Traktor Nusantara ke CV. Candrabaga Lestari ;

36) 1 (satu) bundel copy Disposisi Undangan Presentasi Penawaran
Genset PT. Karya Brother Nusamesindo ;

37) 1 (satu) lembar foto copy alur pengadaan barang dan jasa ;

38) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ka. IPSRS Kepada Direktur RSUD
tanggal 21 bulan Januari 2013 perihal sinkronisasi genset baru
dengan yang lama ;

39) 1 (satu) bundel Daftar Susunan Perubahan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA Pendapatan tahun Anggaran 2011, tar Nomor
914/1247/keu/2011 tanggal 7 Juli 2011 ;

40) 1 (satu) bundel Revisi Susunan Perubahan Rencana Kerja dan
Anggaran TA. 2011 Nomor 914/1472/Keu/2011 tanggal 9
September 2011 ;

41) 1 (satu) bundel Penyampaian Draft Lembaran Temuan
Pemeriksaan BPK Nomor 24/LKPD/TA2011/Karawang/05/2012
tanggal 8 Mei 2012 beserta komentarnya ;

42) 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA SKPD) TA 2011;

43) 1 (satu) bundel buku (asli) dokumen pengadaan dari Panitia
Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Karawang ;

44) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD Tahun
2012) tanggal 6 November 2012 ;

45) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD Tahun 2012) tanggal 7
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Februari 2012 ;

46) 1 (satu) bundel buku (asli) dokumen penawaran CV. Lucy Electric ;

47) 1 (satu) bundel foto copy makalah Presentasi Genset dan Panel
Synchron Genset PT. Global Energi Power Indonesia ;

48) 1 (satu) bundel foto copy Permohonan Penerbitan SP2D Nomor
900/1611/Keu/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;

49) 1 (satu) bundel foto copy Permohonan Penerbitan SP2D Nomor
900/1229/Keu/2012 tanggal September 2012 ;

50) 1 (satu) bundel asli Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 900/
1610/Keu/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;

51) 1 (satu) bundel asli Pengajuan SPP TU Nihil Nomor 900/1680/
Keu/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;

52) 1 (satu) lembar foto copy an Surat Pernyataan atas nama Robert
Pilipus (Direktur PT. Central Diesel) tanggal 19 April 2013 ;

53) 1 (satu rangkap foto copy Berita Acara Pemeriksaan dan
Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang
Tahun 2012 Nomor 14/GENSET/APBD II/RSUDK/XI11/2012 ;

54) 1 (satu) rangkap hasil evaluasi (asli) ;

55) 1 (satu) rangkap asli informasi lelang dan status penawaran ;

56) 1 (satu) rangkap asli Lelang Pengadaan Genset RSUD Karawang
Tahun 2012 LPSE Provinsi Jawa Barat Agregasi Inaproc pada
LPSE Prov Jawa Barat Aktif 1 Januari 2012 ;

57) 1 (satu) bundel asli tanda terima barang (masuk/keluar) tanggal
07/12/2012 ;

58) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak)
Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun Anggaran 2012 Nomor
12/GENSET/APBDII/RSUDK/2012 ;

59) 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan
Pengadaan Genset RSUD Karawang tahun 2012 ;

60) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadaan Genset Nomor 11/Genset/APBDII/RSUDK/VII1/2012 ;

61) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 13/GENSET/

Halaman 15 dari 29 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDII/ RSUDK/2012 tanggal 3 September 2012 ;

62) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penjelasan Pengadaan Genset
RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor 03/GENSET/APBDII/
RSUDK/2012 ;

63) 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan
Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor 07/GENSET/APBDII/
RSUDK/VIII/ 2012 ;

64) 1 (satu) rangkap asli dokumen kualifikasi pengadaan genset dari
CV. Candrabaga Lestari tahun 2012 ;

65) 1 (satu) Bundle asli Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi (RSUD
Karawang) tanggal 28 Februari 2013, 1 Maret 2013, 4 April 2013, 8
April 2013 ;

66) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan
Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012
Nomor 14/GENSET/APBDII/RSUDK/XII/2012 ;

67) 1 (satu) rangkap asli penawaran harga dari PT. Central Diesel,
tanggal 07 September 2013 ;

68) 1 (satu) bundel penawaran harga dari PT. Sigma Petra Solusi,
tanggal 07 September 2012 ;

69) 1 (satu) bundel Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran
Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor 04/
GENSET/APBDII/ RSUDK/VII/2012 ;

70) 1 (satu) bundel Berita Acara Dokumen Penawaran Pengadaan
Genset RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor 3.1/GENSET/APBD
II/RSUDK/ VI1/2012 ;

71) 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan
Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012. Nomor 15/
GENSET/APBDII/ RSUDK/IX/ 2012 ;

72) 1 (satu) buah buku asli perkins tentang panduan genset ;

73) 1 (satu) rangkap asli Perkins Certificate of Origin tanggal 20 January
2012;

74) 1 (satu) bundel asli Stamford Certificate of Conformity ;
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75) 1 (satu) lembar asli cara pengoperasian dan perawatan diesel
generating set ;

76) 1 (satu) bundel buku dokumen penawaran CV. Candrabaga Lestari ;

77) 1 (satu) rangkap Penawaran Harga Barang dari Makmur Diesel
Nomor Ref. 002/MD/111/13 tanggal 19 Maret 2013 ;

78) Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari
Tersangka Drs. H. Hasan Permana, Bsc. ;

79) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ka. IPSRS kepada Direktur RSUD
tanggal 7 Juni 2010 perihal Kapasitas Pemakaian Daya Listrik di
RSUD, tanpa tandatangan ;

80) 1 (satu) lembar foto copy dari Central Diesel kepada PT.
Candrabaga Lestari perihal Pekerjaan Pengadaan Genset dan
Panel Sinkron ;

81) 1 (satu) bundel print out warna 2800 Series 2806A-E18TAG2 Diesel
Engine and Genset tanggal 28-11-2013 ;

82) 1 (satu) rangkap print out warna 2800 Series 2806A-E18TAG2
Diesel Engine-Elektropak ;

83) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Uji Coba Fungsi Nomor /IPSRS/
RSUD/XI1/2013 tanggal 27 November 2013 ;

84) 1 (satu) rangkap foto copy Penjelasan Kondisi Panel Genset tahun
2012;

85) 1 (satu) bundel foto copy Penawaran CV. Barokah Nomor 02/SPH/
BU-RSUD.Krwng/VI11/2012 tanggal 25 Juli 2012 ;

86) 1 (satu) bundel Invoice Penjualan Nomor JL121200000150 tanggal
07 Desember 2012 dari PT. Central Diesel ditujukan kepada PT.
Sigma Tetra Solusi ;

87) 1 (satu) lembar Spesifikasi Genset dari Bapak Jerry ;

88) Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari
Tersangka Paskah Simatupang ;

89) Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari
Tersangka Hengky Tetra Sitohang ;

90) 1 (satu) lembar surat perintah Mulai Kerja Nomor 13/Genset/

Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD/II/RSUDK/1X/2012 tanggal 3 September 2012 (asli) ;

91) 1 (satu) bundel surat perjanjian pemborongan (kontrak) pengadaan
genset RSUD Karawang tahun 2012 (asli) ;

92) 1 (satu) lembar foto Paskah Simatupang (asli) ;

93) 1 (satu) bundel Akta Kuasa Direksi asli Nomor 67 tanggal 8 Oktober
2012 (asli) ;

94) 1 (satu) bundel Surat Penawaran Harga Jakarta 25 Juli 2012 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas

perkara atas nama Drs. H. Hasan Permana, B.Sc. ;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Bandung Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG. tanggal 22 Juni 2015
yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding :

1. Terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, Mars. binti H. MULYADI ;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Bandung tanggal 25 Maret 2015, Nomor 110/Pid.Sus/TPK/2014/
PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
banding ini sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 432
K/PID.SUS/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Il/Terdakwa : dr. Hj.
IDA LISNURIDA, Mars binti H. MULYADI tersebut ;

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi | : Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22
Juni 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
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pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 110/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg

tanggal 25 Maret 2015 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, Mars. binti H. MULYADI
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan

Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Perubahan Pemerintah Kabupaten Karawang TA. 2012 bulan
November 2012 ;

2) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan
Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung Perubahan Pemerintah Kabupaten Karawang TA. 2012
bulan Desember 2012 ;

3) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Realisasi Bantuan APBD ;

4) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan RBA Perubahan
Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung
dan Belanja Langsung Bulan Juli 2012 ;

5) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan
Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung Perubahan Pemerintah Kabupaten Karawang TA. 2012
bulan Agustus 2012 ;

6) 1 (satu) bundel asli Realisasi Program/Kegiatan RSUD tahun 2012 ;

7) 1 (satu) bundel foto copy Penambahan Aset Peralatan dan Mesin
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dari Pengadaan tahun 2012 ;

8) 1 (satu) bundel foto copy tanda terima pengiriman barang berupa
Genset dan Panel Syncron dari CV. Candrabaga Lestari ;

9) 1 (satu) rangkap asli Laporan Perkembangan dan Hasil Kegiatan
Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun Anggaran 2012 ;

10) 1 (satu) rangkap petikan Keputusan Bupati Karawang Nomor 821.
24/Kep.2738/BKD/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Ahli
Tugas/Ahli  Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karawang ;

11) 1 (satu) surat perintah Nomor 800/2773/Mutasi/2011 tanggal 1
Agustus 2011 ;

12) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Kantor Regional Il
Badan Kepegawaian Negara Nomor 00368/KEP/DU/23215/2011 ;

13) 1 (satu) foto copy Keputusan Bupati Karawang Nomor 442. 05/
Kep.95-Huk/2012 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non
Pendidikan Kabupaten Karawang ;

14) 1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun
2011 tentang Sistem Penatausahaan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit
Umum Daerah Klas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang ;

15) 1 (satu) bundel foto copy Administrasi dan Manajemen tahun 2007 ;

16) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Karawang Nomor 100
tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas non
Pendidikan Kabupaten Karawang;

17) 1 (satu) buku himpunan peraturan tentang Badan Layanan Umum ;

18) 1 (satu) bundel foto copy Pedoman Akuntansi Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Karawang Berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan Tahun 2012 ;

19) 1 (satu) budel foto copy dokumen kontrak pengadaan genset ;
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20) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.42/Sekrt/2012
tanggal 20 Maret 2012 tentang penunjukan Pengguna Anggaran
(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), Pejabat, Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat
Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan
Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Kabupaten
Karawang TA 2012 ;

21) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.43/Sekre/2011
tanggal 6 Juni 2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran
(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), Pejabat, Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat
Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan
Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Kabupaten
Karawang TA 2011 ;

22) 1 (satu) bundel asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.49/Skert/2012 tentang
Penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana
Teknik Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin
pada RSUD Karawang TA. 2012 tanggal 1 April 2012 ;

23) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2011;

24) 1 (satu) bundel foto copyan mengenai Profil CV. Barokah Utama ;

25) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Dari Ka. IPSRS Kepada Direktur
RSUD tanggal bulan Januari 2011 perihal Pengadaan Genset
Baru ;

26) 1 (satu) bundel foto copy Disposisi Undangan Presentasi
Penawaran Genset PT. Global Engineering ;

27) 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 020/PEN/BJA/VI11/2012, tanggal 25
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Juli 2012 Perihal Surat Penawaran Harga dan Spesifikasi Barang ;

28) 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Paskah Simatupang tanggal
01 Mei 2013 ;

29) 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Kerja Paskah Simatupang ;

30) 1 (satu) bundel asli Daftar Spesifikasi Teknis ldentitas Barang
Spesifikasi Teknis Engine Umum, tanggal 25 Juli 2012 ;

31) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima genset merek Perkins
PL650P Type 2806A-E18TA62 dari CV. Candrabaga Lestari
diterima Tety W ;

32) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor 03/SP-IPSRS/I1/2013,
yang menyatakan bahwa genset sudah berfungsi dengan baik pada
saat pemadaman listrik di RSUD Karawang, tetapi sinkronisasi
genset lama dan baru belum berhasil dikarenakan adanya
kerusakan spare part pada genset lama, tanggal 01 Februari 2013 ;

33) 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Penyusunan HPS (Harga
Perkiraan Sendiri) dan Spesifikasi Pengadaan Alat Genset tahun
anggaran 2012 ;

34) 1 (satu) bundel foto copy Disposisi Undangan Presentasi
Penawaran Genset PT. Traktor Nusantara ;

35) 1 (satu) bundel foto copy Surat Dukungan Nomor PE/L-282/
VII/2012, dari PT. Traktor Nusantara ke CV. Candrabaga Lestari ;

36) 1 (satu) bundel copy Disposisi Undangan Presentasi Penawaran
Genset PT. Karya Brother Nusamesindo ;

37) 1 (satu) lembar foto copy alur pengadaan barang dan jasa ;

38) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ka. IPSRS Kepada Direktur RSUD
tanggal 21 bulan Januari 2013 perihal sinkronisasi genset baru
dengan yang lama ;

39) 1 (satu) bundel Daftar Susunan Perubahan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA Pendapatan tahun Anggaran 2011, tar Nomor
914/1247/keu/2011 tanggal 7 Juli 2011 ;

40) 1 (satu) bundel Revisi Susunan Perubahan Rencana Kerja dan
Anggaran TA. 2011 Nomor 914/1472/Keu/2011 tanggal 9
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September 2011 ;

41) 1 (satu) bundel Penyampaian Draft Lembaran Temuan
Pemeriksaan BPK Nomor 24/LKPD/TA2011/Karawang/05/2012
tanggal 8 Mei 2012 beserta komentarnya ;

42) 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA SKPD) TA 2011,

43) 1 (satu) bundel buku (asliy dokumen pengadaan dari Panitia
Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Karawang ;

44) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD Tahun
2012) tanggal 6 November 2012 ;

45) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD Tahun 2012) tanggal 7
Februari 2012 ;

46) 1 (satu) bundel buku (asli) dokumen penawaran CV. Lucy Electric ;

47) 1 (satu) bundel foto copy makalah Presentasi Genset dan Panel
Synchron Genset PT. Global Energi Power Indonesia ;

48) 1 (satu) bundel foto copy Permohonan Penerbitan SP2D Nomor
900/1611/Keu/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;

49) 1 (satu) bundel foto copy Permohonan Penerbitan SP2D Nomor
900/1229/Keu/2012 tanggal September 2012 ;

50) 1 (satu) bundel asli Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 900/
1610/Keu/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;

51) 1 (satu) bundel asli Pengajuan SPP TU Nihil Nomor 900/1680/
Keu/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;

52) 1 (satu) lembar foto copy an Surat Pernyataan atas nama Robert
Pilipus (Direktur PT. Central Diesel) tanggal 19 April 2013 ;

53) 1 (satu rangkap foto copy Berita Acara Pemeriksaan dan
Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang
Tahun 2012 Nomor 14/GENSET/APBD II/RSUDK/XI1/2012 ;

54) 1 (satu) rangkap hasil evaluasi (asli) ;

55) 1 (satu) rangkap asli informasi lelang dan status penawaran ;

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56) 1 (satu) rangkap asli Lelang Pengadaan Genset RSUD Karawang
Tahun 2012 LPSE Provinsi Jawa Barat Agregasi Inaproc pada
LPSE Prov Jawa Barat Aktif 1 Januari 2012 ;

57) 1 (satu) bundel asli tanda terima barang (masuk/keluar) tanggal
07/12/2012 ;

58) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak)
Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun Anggaran 2012 Nomor
12/GENSET/APBDII/RSUDK/2012 ;

59) 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan
Pengadaan Genset RSUD Karawang tahun 2012 ;

60) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadaan Genset Nomor 11/Genset/APBDII/RSUDK/VII1/2012 ;

61) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 13/GENSET/
APBDII/ RSUDK/2012 tanggal 3 September 2012 ;

62) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penjelasan Pengadaan Genset
RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor 03/GENSET/APBDII/
RSUDK/2012 ;

63) 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan
Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor 07/GENSET/APBDII/
RSUDK/VIII/ 2012 ;

64) 1 (satu) rangkap asli dokumen kualifikasi pengadaan genset dari
CV. Candrabaga Lestari tahun 2012 ;

65) 1 (satu) Bundle asli Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi (RSUD
Karawang) tanggal 28 Februari 2013, 1 Maret 2013, 4 April 2013, 8
April 2013 ;

66) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan
Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012
Nomor 14/GENSET/APBDII/RSUDK/XII/2012 ;

67) 1 (satu) rangkap asli penawaran harga dari PT. Central Diesel,
tanggal 07 September 2013 ;

68) 1 (satu) bundel penawaran harga dari PT. Sigma Petra Solusi,
tanggal 07 September 2012 ;
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69) 1 (satu) bundel Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran
Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor 04/
GENSET/APBDII/ RSUDK/VII/2012 ;

70) 1 (satu) bundel Berita Acara Dokumen Penawaran Pengadaan
Genset RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor 3.1/GENSET/APBD
II/RSUDK/ VII/2012 ;

71) 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan
Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012. Nomor 15/
GENSET/APBDII/ RSUDK/IX/ 2012 ;

72) 1 (satu) buah buku asli perkins tentang panduan genset ;

73) 1 (satu) rangkap asli Perkins Certificate of Origin tanggal 20 January
2012;

74) 1 (satu) bundel asli Stamford Certificate of Conformity ;

75) 1 (satu) lembar asli cara pengoperasian dan perawatan diesel
generating set ;

76) 1 (satu) bundel buku dokumen penawaran CV. Candrabaga Lestari ;

77) 1 (satu) rangkap Penawaran Harga Barang dari Makmur Diesel
Nomor Ref. 002/MD/111/13 tanggal 19 Maret 2013 ;

78) Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari
Tersangka Drs. H. Hasan Permana, Bsc. ;

79) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ka. IPSRS kepada Direktur RSUD
tanggal 7 Juni 2010 perihal Kapasitas Pemakaian Daya Listrik di
RSUD, tanpa tandatangan ;

80) 1 (satu) lembar foto copy dari Central Diesel kepada PT.
Candrabaga Lestari perihal Pekerjaan Pengadaan Genset dan
Panel Sinkron ;

81) 1 (satu) bundel print out warna 2800 Series 2806A-E18TAG2 Diesel
Engine and Genset tanggal 28-11-2013 ;

82) 1 (satu) rangkap print out warna 2800 Series 2806A-E18TAG2
Diesel Engine-Elektropak ;

83) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Uji Coba Fungsi Nomor /IPSRS/
RSUD/XI/2013 tanggal 27 November 2013 ;
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84) 1 (satu) rangkap foto copy Penjelasan Kondisi Panel Genset tahun
2012;

85) 1 (satu) bundel foto copy Penawaran CV. Barokah Nomor 02/SPH/
BU-RSUD.Krwng/VI11/2012 tanggal 25 Juli 2012 ;

86) 1 (satu) bundel Invoice Penjualan Nomor JL121200000150 tanggal
07 Desember 2012 dari PT. Central Diesel ditujukan kepada PT.
Sigma Tetra Solusi ;

87) 1 (satu) lembar Spesifikasi Genset dari Bapak Jerry ;

88) Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari
Tersangka Paskah Simatupang ;

89) Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari
Tersangka Hengky Tetra Sitohang ;

90) 1 (satu) lembar surat perintah Mulai Kerja Nomor 13/Genset/
APBD/II/RSUDK/1X/2012 tanggal 3 September 2012 (asli) ;

91) 1 (satu) bundel surat perjanjian pemborongan (kontrak) pengadaan
genset RSUD karawang tahun 2012 (asli) ;

92) 1 (satu) lembar foto Paskah Simatupang (asli) ;

93) 1 (satu) bundel Akta Kuasa Direksi asli Nomor 67 tanggal 8 Oktober
2012 (asli) ;

94) 1 (satu) bundel Surat Penawaran Harga Jakarta 25 Juli 2012 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas

perkara atas nama Drs. H. Hasan Permana, B.Sc. ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat kasasi
sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/PK/
Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang
menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juni 2017 Terpidana mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung
tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;
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Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah
diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 14 Maret
2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh
Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali
selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan
Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung
berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana adanya
kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan sebab
hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan
tepat dan benar menurut hukum dalam putusan Judex Juris bahwa
Terpidana selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengadaan Genset 450
KVA telah merugikan keuangan negara menurut audit BPKP Provinsi Jawa
Barat sebesar Rp234.379.375,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus
tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) memenuhi
ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana adanya
novum, yaitu keterangan saksi Desi Nuraeni tidak pula dapat dibenarkan,
sebab tidak membuktikan adanya fakta dan keadaan baru;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena
tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan ¢ KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2)
huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak
dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap
berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara
pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;
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Mengingat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILLI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali/Terpidana Dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS. binti H. MULYADI
tersebut;

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali
tersebut tetap berlaku;

- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada
pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Hakim ad hoc Tindak
Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua
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Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Misnawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Terpidana.
Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./ ttd./
Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.  Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001
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